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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR  5 TAHUN 2012 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

 NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANJAR,  

Menimbang :    a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Klarifikasi 
Peraturan Daerah berdasarkan Surat dari Menteri Dalam 

Negeri Nomor 188.34/4789/SJ tertanggal 29 November 
2011 dan dalam upaya memperlancar proses   penerimaan 

sumbangan dari pihak ketiga maka dipandang perlu untuk 
melakukan  perubahan terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2005 tentang 

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
06 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak 

Ketiga Kepada Daerah; 

 

Mengingat       :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286)  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4355) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )  ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5243); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah  Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor  04 Tahun 2008 
tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bajar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Noor 04); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 

01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
01); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG 

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH. 
 

 
Pasal  I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 
Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 08 Seri E Nomor Seri 
01,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01)  diubah sebagai 
berikut :  

 
1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi Pemberian 

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Daerah ini, dapat diterima oleh daerah sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan 

kewenangan daerah. 
 

2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dubah sehingga berbunyi : Hal-hal yang belum 

diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur 
kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Ketentuan dalam 

Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.   

                                

Ditetapkan  di  Martapura 
  pada tanggal   6 Juni 2012 

 

 

BUPATI  BANJAR, 
 
 

ttd 
 

PANGERAN KHAIRUL SALEH 
 

 

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal  6 Juni 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 
                                  ttd 
 

                     H. NASRUN SYAH 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PENJELASAN 
 

ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  

NOMOR   5  TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANJAR 

NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN  
PIHAK  KETIGA KEPADA DAERAH. 

 

 
I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
keberadaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-Undangan. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan 

Daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (2) telah 
disebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi : 

a. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro; 

C. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau Jasa oleh daerah. 

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf e inilah kepada Daerah diberikan 

kewenangan untuk menerima sumbangan dari Pihak Ketiga. 

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah 

Untuk memperlancar proses penerimaan sumbangan dari pihak Ketiga maka 

dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 tahun 
2005  tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. 

    Perubahan tersebut tidak menyeluruh namun hanya pada beberapa pasal 
yang terkait dengan untuk memperlancar proses penerimaan sumbangan dari 

pihak Ketiga.   

 
II. PASAL DEMI PASAL 

     Pasal  I 

        Cukup jelas 

     Pasal II  

 
            Cukup Jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR  5 
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